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ABSTRAK 

Latar Belakang: IT Governance (ITG) merupakan bagian integral dari corporate governance yang 

terdiri dari kepemimpinan dan struktur organsasi. ITG merupakan proses untuk memastikan bahwa 

teknologi informasi dalam organisasi mampu mendukung dan mengembangkan strategi dan tujuan 

organisasi. 

Tujuan: mengetahui pengaruh kinerja IT Governance terhadap transparansi Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan.  

Metode: Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan pada Organisasi Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 152 responden dengan 

menggunakan convenience sampling sebagai teknik penyampelan. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh pada penelitian ini diolah dengan 

menggunakan alat analisis Partial Least Squares.  

Hasil: Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kinerja IT Governance dan memberikan 

pengaruh positif signifikan terhadap transparansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Simpulan: IT Governance Peformance merupakan bagian dari implementasi good governance 

yang akan menjamin transparansi, efesiensi, dan efektivitas pelayanan publik penyelenggaraan 

pemerintahan. Jaminan tersebut dapat dibuktikan secara empris melalui hasil penelitian ini, bahwa 

kinerja tata kelola TI yang efektif dapat memengaruhi transparansi pemerintah daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

Kata Kunci: IT Governance Performance, Transparansi, IT Governance 

 

Pendahuluan 

IT Governance (ITG) merupakan 

bagian integral dari corporate governance 

yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur 

organsasi. ITG merupakan proses untuk 

memastikan bahwa teknologi informasi dalam 

organisasi mampu mendukung dan 

mengembangkan strategi dan tujuan 

organisasi (ITGI, 2006). Tata kelola TI sangat 

diperlukan untuk tetap menjaga investasi, 

meningkatkan daya saing, memberikan nilai 

tambah dan menjaga keberlangsungan bisnis 

atau pemerintahan (Setiawan, 2010). ITG 

berkembang tidak hanya pada sektor privat, 

tetapi juga berkembang pesat pada sektor 

publik atau institusi pemerintahan. ITG pada 

sektor publik merupakan layanan TI yang 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat 
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melalui pelaksanaan kekuasaan, dan pihak 

berwenang yang bertujuan untuk memberikan 

kebutuhan dan kepentingan publik. Penerapan 

ITG dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan 

dan pengembangan e- government. Brown 

dan Brudney (2001) mendefinisikan e- 

government sebagai penggunaan teknologi, 

khususnya aplikasi berbasis web untuk 

meningkatkan akses dan secara efisien 

memberikan informasi dan layanan 

pemerintah. Tujuan akhir dari terwujudnya 

ITG adalah terwujudnya praktik good 

governance bagi organisasi yang 

menerapkannya. Tiga prinsip utama dari good 

governance adalah akuntabilitas, transparansi 

dan partisipasi publik. Transparansi 

merupakan salah satu roh perwujudan good 

governanceI. Tolbert dan Mossberger (2006) 

menguji perilaku masyarakat terhadap 

pelaksanaan e-government dan pengaruhnya 

terhadap kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan e-

government meningkatkan persepsi 

masyarakat terhadap transparansi 

pemerintah.. Cuillier dan Piotrowski (2009) 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

mempublikasikan informasi yang relevan di 

situs web e-government dapat meningkatkan 

transparansi. Al Gore dan Tony Blair 

mengatakan bahwa salah satu manfaat yang 

diperoleh dengan diterapkannya konsep e-

government bagi suatu negara (Indarjit, 2004: 

5) adalah meningkatkan transparansi, kontrol, 

dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan 

konsep Good Corporate Governance. 

Penelitian mengenai hubungan antara kinerja 

ITG dan transparansi masih sedikit dibuktikan 

melalui penelitian empiris, oleh sebab itu 

peneliti termotivasi untuk 

Metode 

Penelitian ini menggunakan 

paradigma kuantitatif yang menekankan pada 

pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

dilakukan melalui pengukuran variabel 

penelitian dan analisis data dengan 

menggunakan prosedur statistik. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh pegawai 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang 

melaksanakan pengembangan e-government. 
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Jumlah OPD yang ada di Kalimantan Selatan 

berjumlah 50 OPD. Data sampel sebanyak 

250 sampel dengan pertimbangan adanya 

kuesioner yang tidak kembali dan tidak 

lengkap diisi responden, sehingga jumlah 

sampel minimal tetap dapat terpenuhi. Hal 

tersebut diyakini akan dapat 

merepresentasikan keseluruhan populasi yang 

telah ditentukan. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik deskriptif 

dan analisis inferensial. Analisis data yang 

digunakan adalah Partial Least Square (PLS). 

Model persamaan struktural pada penelelitian 

untuk menguji pengaruh hubungan antara IT 

Governance Performance dan Transparansi. 

Hasil 

Jumlah kuesioner yang disebarkan 

oleh peneliti adalah sebanyak 250 kuesioner, 

dari seluruh 250 kuesioner yang telah 

disebarkan, sebanyak 53 kuesioner tidak 

kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, 

terdapat 45 kuesioner yang tidak dapat diolah 

karena tidak diisi, diisi tetapi tidak lengkap, 

dan diisi lengkap namun responden tidak 

serius dalam pengisiannya. Sehingga total 

kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 

152 kuesioner. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik 

Responden 
Karakteristik Jumlah (orang) Persentase (%) 

Jenis Kelamin   

Perempuan 63 41,4 

Laki-laki 89 58,6 

Total 152 100,0 

Umur Responden   

≤ 25 Tahun 18 11,8 

26 - 40 Tahun 84 55,3 

41 - 55 Tahun 46 30,3 

≥ 56 Tahun 4 2,6 

Total 152 100,0 

Pendidikan Terakhir Responden 

D3 22 14,5 

S1 96 63,2 

S2 34 22,4 

Total 152 100,0 

Status Kepegawaian Responden 

Honor 43 28,3 

PNS 109 71,7 

Total 152 100,0 

Lama Bekerja Responden 

< 10 tahun 84 55,3 

> 30 tahun 5 3,3 

11-20 tahun 28 18,4 

21-30 tahun 35 23,0 

Total 152 100,0 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2020 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden berjenis kelamin laki-laki 

yaitu sebanyak 89 (58,6%) responden. 

Sebagian besar responden berusia 26 - 40 

tahun 

yaitu sebanyak 84 (55,3%) responden. 

Sebanyak 96 (63,2%) responden 

berpendidikan akhir S1. Sebagian besar 

responden penelitian ini berstatus PNS di 
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sebanyak 109 (71,7%) responden dan 

sebanyak 84 (55,3%) responden telah bekerja 

di OPD Provinsi Kalimantan Selatan kurang 

dari 10 tahun. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jawaban 

Responden 
Variabel Item Pertanyaan Rata-Rata 

Skor 

IT Governance 

Performance 

(X) 

X.1 5,7 

X.2 5,9 

X.3 6,0 

 Y.1 5,5 

 Y.2 5,5 

Transparansi (Y) Y.3 5,3 

 Y.4 5,3 

 Y.5 5,6 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2020 

 

Tabel 3. Pengujian Hipotesis Penelitian 
Hipotesis Keterangan Koefisien 

Path 

P-

value 

H1 X → Y 0,26 <0,01 

 

Hipotesis dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa IT Governance 

Performance berpengaruh signifikan terhadap 

transparansi. Hasil pengujian menunjukan 

bahwa pengaruh IT Governance Performance 

(X) terhadap transparansi (Y2 signifikan pada 

α = 0,05, dilihat melalui nilai p-value sebesar 

<0,01, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 

(α = 5%). Koefisien sebesar 0,26 bertanda 

positif mengindikasikan hubungan keduanya 

searah dan signifikan, artinya semakin baik 

kinerja dan tata kelola TI di suatu OPD akan 

meningkatkan transparansi OPD tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa H0 = diterima. Hal ini berarti semakin 

efektif kinerja tata kelola TI di suatu OPD 

akan meningkatkan transparansi OPD 

tersebut. Tujuan akhir dari terwujudnya tata 

kelola TI adalah terwujudnya praktik good 

governance bagi organisasi yang 

menerapkannya. Dalam konteks sektor 

publik, tiga prinsip utama dari good 

governance sendiri adalah akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi publik. Welch dan 

Wong (2001) menyatakan bahwa tekanan IT 

secara global terhadap organisasi publik 

mendorong pengadaan, penerapan, 

akuntabilitas dan transparansi. Jika program 

software berbasis online/ e-government 

dijalankan secara ideal, maka prinsip 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi 

publik tersebut akan berjalan secara efektif, 

pelaksanaan tata kelola TI melalui 

pengembangan e-government dapat 

meningkatkan dimensi pertanggungjawaban 

itu sendiri yaitu: transparansi, pengendalian, 

tanggung jawab, dan daya tanggap. 

Hal ini selaras dengan penilitian yang 

dilakukan oleh Tolbert dan Mossberger 
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(2006), menguji perilaku masyarakat terhadap 

pelaksanaan e-government dan pengaruhnya 

terhadap kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan e-

government meningkatkan persepsi 

masyarakat terhadap transparansi pemerintah. 

Selanjutnya, Cuillier dan Piotrowski (2009) 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

mempublikasikan informasi yang relevan di 

situs web e-government dapat meningkatkan 

transparansi. 
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